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DPRD Badung Tetapkan 4 Ranperda Jadi P

APBD Badung 2016 Tembus Rp 4 Triliun

erd
DPRD Badung, Se n (30/11)

kemarin. berhasil menetapkan
empat ranperda menjadi per-
da. Empat ranperda itu adalah
Ranperda tentang APBD TA
2016. Ranperda tentang Tata
Cala Pemiiihan rian Pemberhen-
tian Perbekei, Ranperda teutaug
Keuangan Desa dan Ranperda
tentang Penetapan Desa.

Dalam sidang yang dipimpin
Wakil Ketua DPRD Badune Made
Sunarta, dan dihadiri Pj. Bupati
Badung Nyoman Harry Yudha
Saka. selwuh anggota dewan dan
penjabat Badung itu terungkap
bahwa APBD Badune TA 20 16 ber-
hasil menembus angka Rp 4 triliun
lebii. tepatnya 4.080.562.01 1. 140.
Melonjah dari rancangan awal
A|BD yang diajukan Pj. Bupati
sebesar Rp 3,6 tdliun.

Ketua l$misi III DPRD Badune
Nyoman Sftria yang membacakan
laporan hgil pembahasan DPRD
Badung, ulengatakan bahwa dari
hasil pemtlahasan DPRD dengan
eksekutif ftlah disepakati postur
RAPBD 2016 ditetaokan den-
gan perubihan, menjadi sebagai
berikut: Pendapatan daerah Rp
3.'17 |.2O9.828.7 33.46 (menin-
gkat Rp 172.684.197.113,82).
belanja daerah Rp
4.080.562.01 1. 140.64 (meningkat
Rp.444.154.261.25r,00). Defisit Rp
309.352.182.407.18.

Pembiayaan daer-
ah: untuk penerimaan Rp

ingkat Rp 31 1.313.96f1. 137.40) dan
Silpa Rp 39.843.654.781.28 (men-
ingkat RP 39.843.914.000,22).
Dengan postur APBD tersebut,
kata Satda. Ranperda tentang
APBD Badung TA 2016 dapat
disepakati untuk selanjutnya
ditetapkan setelah dievaluasi oleh
gubernur.

Untuk memastikan seluruh
anggota dewan Badung sepa-
kat dengan APBD tersebut, Su-
narta yang memimpin sidang
kembali menanyakan apakah
RAPBD Badung dapat disepakati
kepada seluruh anggota dewan
yang hadir.

Sementara itu, Pj. Bupati
Harry Yudha Saka dalam samb-
utannya mengatakan APBD
merupakan salah satu instrumen
dalam mewujudkan kesejahter-
aan hidup masyarakat. "Kami me-
nyampaikan terima kasih kepada

soluruh anggota DPRD Badung
dan kepala SKPD karena sudah
membahas R.A.PBD Badung den-
gan cermat dan lancar," ujarnya.

Ia juga menjelaskan peningka-
tan APBD dari rancangan awal
Rp 3,6 triliun menjadi Rp 4 triliun
dihkibatkan oleh adanva tamba-
han dana sebesar Rp 4i4,1 miliar
lebih yang bersumber dari DAU,
DS.K, dan pendapatan daerah
y{ng sah lainnya. Peningkatan ini
jula bersumber dari pengurangan
at[u pembatalan rencana kenai-
kdn tunjangan kinerja pegawai
sebesar Rp 90 miliai.

Dari total belanja daerah yang
telah disepakati, belanja tidak
la+gsung Rp 2,1 triliun lebih dan
belanja langsung Rp 1,9 triliun
lebih. "Dari porsi penerima man-

5i8.999.301.188.46 (meningkat Rp
326.313.96f . 137,40), penseluaran
Rp 169.803.F70.00O,00 (meningkat

lebih. "Dari porsi penerima man-
fadt, maka belanja publik 69,34%
dan belanja aparatur hanya
30;66%," kaianya. (ad1698)

Rp 15.000.000.00O,00. Pembiayaan
netto Rp 349.195.837.188,46 (men-
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Dewan Setuju Kenaikan

TPPRp zzl/riliar'
Banqli (Bali Post) -"-DF[n i;il;at"n Bangli akhirnva menvetujui usulan kenaikan tuniangan

".il'"tfui^ililrri"ilt" ifppl bagi pejabat apaiatur sipil negara (ASN)' Harva
I;;k;;if;TFF Lali'ini dis"t1.i dl".tgatt beberapa svarat' Selain meminta
#;;;;'l;b-iil- -""iG["ttu" pelavanannva kepada masvarakat' dewan j-uga

;;;;;J;;;t-i'*-t?t C""gti da;at meraih opiui wajar tanpa pengecualian
(WTP) pada tahun 2016 mendatang.

Wakil Ketua DPRD Ban- pihaknva di fraksi Demokrat o"OTll$ 
B:;:t"t;:i1$1:*t; ti"tinne ii".l"' adampingi serta s;ksi PKPI ddn Gerind.ra ' kse

iira".'3iiir".. b"*" ded"e memutuskan untuk menyetu- kenaikan TPP havus dilaku-

bf;;;ffi;;;;;c;lg"i.;;l jui usulan eksekutif mengeruri kan berkeadilan dengan

;t-#o t ;i il;;;"i;"' S""i" ienailan T?P. meqpErhatikan p.:c'Yul dl

ijOifff n."*otuf"n,'nilai kes- Adapun nilai angearan bawahnya. Selarn rtu. dewan

:ih,;.ii;-;;;;l'ir. " iti vang disetului t'tntuI p"r- Jusa metninta agar setelah

ili.iiir" ii"'-.*""i ai Bungli Lailin penshasllan pegawai p.ndapatannva menrngkar
;:;#;'Jiil;""d"r' J[,'?' vakni Rp 2i mihar' Kendati par:r pej:rbat ASN di Bansli

iilffi'f;.ft;fk;;I;;;ffi;' 'oi"r'vet.,i.,r. namun pihaknva bisa meningkatkan kinerjan-

;fi Ailii oluh k"""n"rrvu. -e"!ut 'i t"tup memberikin va "Peninskatan kinerja ASN

brsa terukur dari perungkatan
pelayanan publik dan harus
mampu merail opini WTP di
tahun 2016 mendatang," kata
Carles.

Namun demikian. jika
setelah TPP dinaikkan kin"
erja mereka tetap juga tidak '
menunjukan peningkatan.
maka pihaknya akan mem'
pertinbangkan kenailan TPP
di tahun berikutnya. Bahkan
tidak menutup kemungkinan
dewan akan memotong TPP
para ASN di Bangli menjadi
lebih rendah. "Kenaikan TPP
ini akan mulai diterima Janu"
ari mendatang. Kita harap-
kan dengan keuaikan TPP

ini rnenjadi dorongan untuk
ASN meningkatkan kinelja
mereka," ujar Sudiasa.

Tak hanya kenaikan TPP.
dalam APBD 2016 f,ewanjuga mengaku menYetujui
kenaikan honor GTT dan PTT
ke angka sekitar Rp 1 juta.
Mengingat beban kerja yang
diemban tenaga GT'l dan PPT
yang hampir sama dengan
PNS, dewan pun meretlcana-
kan akan terus menaikan
honor mereka hingga sesuai
dengan upah minimum region-
al (IJN{R). "Setiap tahun kita
akan upayak:rn n:rilrhirtgga di
tahun 201t|bisa scsuai UNIR."
imbuh Sqdiasa. (kmb40)
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DPRD Karangasem Sahkan APBD 2016 /
Pendapatan Rp 1,5 Triliun, Defisit $p 44,5 Miliar

ke PDAM, anggaran dikelola
dengan baik guna meninqkat-
kan kualitas. kuantitas dan ka-
pasitas pelayanan air minum.ke
masyarakat.

Sementara it u, Fraksi
Demokrat minta pembancunan
infrastruktur dilaksanakaiteoat
waktu, tepat guna dan sesuai-ke-
butuhan masyarakat. Fraksi yang
oeranggolaKan ltma orang rnl
luga minta anggaran ke pendidi-
kan dan keeehatan ditingkatkan.
"Pelayanan di RSUD Karangaeem
bagi pasien yang belum memiliki
e-KTP agar tetap dilayani dengan
maksinal," ujar anggota Dewan
dari Fraksi Bhineka. (adl694)

PENGESAHAN APBD - Pimpinan DPRD Karangaeern don
Penjabat Bupati menandatangqni pengeaahan APBD 2016
Karangasern, Senin (30/1 1) hemqrin,

DPRD Karangasem pada sidang
paripurna, Senin (30/11) kemarin,
mengesahkan dua Ranperda rnen,
jadi Perda, yakni Perda APBD
2016 ddn Perda Penyertaan Modal
ke PDAM Krrangasem. Dari nota
keuangan APBD 2016, tercatat
pendapatan daerah dirancang Rp
1,538 triliun lebih dan belanja
daerah dirancang Rp 1,583 triliun
lebih. Defisit mencapai Rp 44,5
miliar.

Defisit sebesar itu ditutupi den-
gan sisa lebii perhitungan i\PBD
tahun lalu. Tahun lalu ada pen-
erimaan pembiavaan Rp 73 miliar
lebih. senientara pengeluaran pem-
biayaan Rp 28,5 miliar lebih.

Pada sidaug paripurna penge,
sahan APBD.2016, juga disahkan
Perda Penyettaan Modal sebesar
Rp 4.5 miliar ke PDAM Karan-
gasem. Dengan demikian, sampai
kini penyertaan modal Pemkab
ke Karangasem ke satu-satunya
BIJMD di Kayangasem itu sudah
mencapai Rp 28 miliar. Atas pe-
nambahan modal lagi cukup besar
Rp 4,5 miliar, sejumlah fraksi fi de-
wan mintn agar manajemen PDAM
rnemperluas cakupan pelayanan
air bersih. Di samping itu, kualitas
dan kapasitas atau kelancaran
pasokan air diperbaiki. sehingga
pelanggan tak kecewa akibat aliran
air PDAM yang kecrat-kecrit di
sejumlah wilayah.

Semua fraLsi di DPRD Karan-
gasem menl'a[akan setuju kedua

perda itu disahkan. Namul dengan
berbagai catatan. Fraksi PDI-P
minta dalam pelaksanaan APBD
itu mengadopsi aspirasi rakyat
danhasil reses dewan. "Pemberian
tunlangan perbaihan kineia, mesti
memperhatikan aspek keadilan
dan pemerataan serta propor-
sional," ujar Komang Mustika Jaya
yang membacakan laporan hasi.l
rapat gabungan komisi.

Fraksi NasDem minta satuan
kerja (satker) yang membidangi
pertanian memperbaiki jarin-
gan idgasi yang rusak. Senada
dengan NasDem, Fraksi Partai
Golkar dan Fraksi Gerindra
minta dengan penyertaan modal
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Bupati Akhirnya

Tanda Tangani

-tl,o-tl9 ---ftot' 
i cjon\alls-t1\g Bhar.,to (hiri) mpnyol.,^;. sejumrah onsgoto a".toi'T"Xiataang porrpurna' senin (80/r I) kpmarin. oatai "ii"il'poitpurna tersebur, Agung Bhar.,tu

frit#T#,tr:x"bo.hwa 
pihahnya t"un iiiii'i"17iil"nff,",uoooon perbup tent(tns Dono
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Perubahan Perbup
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Gianyar (Bali Post) -

. B.upati.Gianyar dA. Gde Agung Bharata meng-
ubah kebijakannya terkait pencaiian dana bans;s
dan hibah di APBD-P 20I8. Agung Bharata akhir-
nya menandatangani Peraturan Bupati (perbup)
tentang Dana Hibah dan Bansos. Nimun, perbup
tersebut masih harus diveriffkasi di provinsi. peni-
cairan dana bansos dan hibah di ApBD-p Z0I5 Dun
kemungkinan besar tak bisa dilakukan tahun ini.

Dalam sidans paripur-
na DPRD Gianyai, Sinin
(3,0/ l1) kemarin. Agung
bnara[a yang menyam-
parkan lawaban atas pe-
mandangan umum fra-ksi
menyatakan, dana ban-
sos dan hibah pada APBD
Perubahan 2015 akan di-
realisasikan berdasarkan
ketentuan peraturan pelun-
dang-undangan. Untuk itu,
pihaknya telah menerbitkan
perubahan perbup tentang
dana hibah dan bansos. Saai
ini. perubahan perbup itu
dalam tahap klarifikasi di
provtnsr.

Pernyataan tersebut jelas
bertolak belakanq dengan
kondisi sebelumnva. Buoati
Agung Bharata sempat me-
nandatangani perbup ten-
tang dana bansos dan hibah
khususnya bagi desa pakra-
man dan subak. Namun,
perbup itu tak jadi diter-
bitkan dengan alasan agar
tidak menimbulkan kesan
pilih kasih dan bermasalah
di kemudian hari.

Dikonfirmasi mengenai
kebijakan yang diambil saat
ini, Wakil Bupati Gianvar I
Made Mahayastra menga-
takan. sebelumnya memang
ada penundaan penerbitan
perbup tentang pencairan
dana hibah dan bansos
tersebut. Namun setelah
mencermati dinamrka yane
terjadi dan hasil koordinasl
dengan pimpinan dewan.
kejaksaan, Mendasri dan
BPK. akhirnva perbup itu
jadi diterbitk;n. -Kebir;kan

dalam pencairan dani ban-
sos dan hibah di Gianyar
semuanya mengacu pada

peratu.ran gubernur yang
suoan berjalan.

Meski demikian,
pihaknya mengatakan, pen-
cairan dana bansos dan hi-
bah di APBD-P 2015 sansat
sulit dilakukan tahun ini.
Pasalnya, perbup masih da-
lam tahap klarifikasi. Di sisi
lain, rentang waktu yang
tersisa tahun ini hanya ting,
gal hitungan hari.

Oleh karenanya, dana
bansos dan hibah yang di
pasang di APBD 2015 tetap
bakal masuk silpa APBD
2016. Namun, a nggara n
tersebut akan diprioritas-
kan untuk dicairkan tahun
depan. "Semua anggaran
masuk dalam silpa APBD
2016 dan akan dijadikan
prioritas untuk dicairkan
tahun 2016," katanya.

Sebelumnya, dibatalkan-
nya penerbitan perbup ten-
tangbansos dan hibah sem-
pat menimbulkan polemik
di pemerintahan Gianyar.
Bahkan hal ini disebut-
sebut menjadi pemicu kisruh
sidang paripurna perdana
pembahasan RAPBD 2016.

Masalah kepastian pen-
cairan dana tersebut juga
menjadi sorotan dalam
sidang paripurna. Hampir
seluruh fraksi di DPRI)
.Gianyar mendesak bupati
segera mencairkan dana
hibah dan bansos yans mer-
upakan hak masyirakiat da-
lamAPBD perubahan tahun
2015 dengan menerbitkan
Perbup. Alasannya, di ting-
kat provinsi sudah ada per"
gub yang mengaturnya dan
tidak mengalami kendala.
(kmb25)
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